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1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menijadi

Undang-Undang

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang menjadi Undang-Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
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4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
diubah menjadi Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017
Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dana Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan
Wakil Wallikota;

9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan
Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024:

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa
proses pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024,
maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto menyampaikan hal-
hal sebagai berikut :

1. Peraturan Mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten :

a) Pasal 30 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, yang berbunyi :
Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan
penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan;
4. proses dan penetapan calon;
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5. pelaksanaan Kampanye;

6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;

7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
Pemilihan;

8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;

9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;

10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK:;

11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi,
Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;

12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,
Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan

13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Peraturan Mengenai Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten :
a) Pasal 30 b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, yang berbunyi :
b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

b) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi :

Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota waijib:

. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan mengenai Pemilihan;

3. Peraturan Mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2024;
3.1. Pasal 11 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi :

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon Jika telah memenuhi
persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
Jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi
perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang
bersangkutan.

(2) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan
ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
Jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jika hasil
bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka
perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

(3) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan
ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari
akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang
memperoleh kursi di DPRD.
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(4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.

(5) Perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan
pada penetapan KPU atas hasil Pemilu anggota DPRD terakhir.

(6) Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap
provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditefapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.

3.2. Pasal 13 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi :
(1) Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:

a. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia;

b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan
gubernur dan wakil gubernur;

. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau
sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat
kabupaten/kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau
walikota dan wakil walikota;

d. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan
tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan perolehan paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25%
(dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model
B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon;

2. tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan
serta tidak menarik pengusulan atas Pasangan Calon;

3. sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk
mengikuti proses Pemilihan; dan

4. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai
dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan

e. keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang
persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model
B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.

(2) Ketentuan mengenai formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL. KWK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam
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Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Komisi ini.

(3) Ketentuan mengenai formulir Model
B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

3.3. Pasal 14 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi :

(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubemnur dan
Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

(2) Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemnur, Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau
sederajat;

d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubemur
dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota;

€. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan
narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh
dari tim;

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak
pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum
positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik
yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan
terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah
mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai
latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan
sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
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h. tidak pemah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan
dengan surat keterangan catatan kepolisian;
menyerahkan daftar kekayaan pribadi:

J.  tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya
yang merugikan keuangan negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

I memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak
pribadi;

m. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati,
wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa
Jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubemnur, Calon
Wakil Gubemur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon
Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

n. belum pemah menjabat sebagai gubemur untuk Calon Wakil
Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon
Wakil Walikota pada daerah yang sama;

0. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati,
wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri
di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

p. tidak berstatus sebagai penjabat gubemnur, penjabat bupati, atau
penjabat walikota;

q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota
DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon peserta Pemilihan;

r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau
sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta
Pemilihan; dan

S. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan
usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

(2) Syarat setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama
untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan warga negara yang tidak memiliki
kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus
memenuhi syarat:

a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan
seksual terhadap anak;

b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Bawaslu
Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan
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Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum
pendaftaran Pasangan Calon;

c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina
kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil
negara; dan

d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau
DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota
DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.

3.4. Pasal 20 PKPU Nomor 8 Tahun 2024
(1) Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian
kelengkapan dokumen persyaratan.
(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. surat pemyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon
sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf

m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf g, huruf r, huruf s, Pasal 14 ayat

(3), Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf d, serta sebagai bukti

pernyataan bersedia dipublikasikan informasinya sepanjang tidak

bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan,
menggunakan formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK:
b. surat keterangan:

1. hasil pemeriksaan kemampuan secara Jasmani, rohani, dan
bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri atas
dokter, ahli psikologi, dan badan yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,
prekursor, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syaral calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e;

2. tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi
tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media
massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai
bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf f:

3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf g;

4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan
dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti
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pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) huruf h;

5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi
tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j; dan

6. tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) huruf k;

c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang
berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara,
sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i:

d. fotokopi:

1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan
tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak
yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c;

2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima
penyampaian  surat pemberitahuan  tahunan pajak
penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk
masa S (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat
keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor
pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar,
sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf |: dan

3. KTP-el dengan NIK;

e. daftar riwayat hidup calon menggunakan formular Model
BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK yang dibuat dan ditandatangani:

1. oleh calon perseorangan; atau

2. calon yang diusulkan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu oleh calon, Pimpinan
Partai Politik Peserta Pemilu atau Pimpinan Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu;

f. pas foto terbaru Calon Gubemnur dan Calon Wakil Gubernur,
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota; dan

g. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon.

Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemnur, Calon Bupati dan Calon

Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus

menyampaikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
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(5) Surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b angka 4 dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan mengenai formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam
Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Komisi ini.

(7) Ketentuan mengenai formulir Model BB.RIWA YAT.HIDUP.KWK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Komisi ini

3.5. Pasal 21 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi :

Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan

tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f harus menyerahkan:

a.  salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap; dan

b.  surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang
bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau
tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

3.6. Pasal 22 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi :

Calon dengan status mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2) huruf f harus menyerahkan:

a.  surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah
calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang
terverifikasi pada dewan pers, yang menerangkan bahwa calon telah
secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai
mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai
buktinya;

c.  surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah
tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan
bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan
administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

d.  salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap; dan

e.  surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan
bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

3.7. Pasal 23 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi :
(1) Calon yang menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubemur, Bupati,
Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di
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(2)

daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf o

harus menyerahkan:

a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Gubermnur, Wakil
Gubemur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota
yang tidak dapat ditarik kembali: dan

b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan

Calon, calon menyerahkan:

a. landa terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat
pengajuan pengunduran din sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a; dan

b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran  diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses
oleh pejabat yang berwenang.

3.8. Pasal 24 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang berbunyi :

(1)

(2)

Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan

anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf

q harus menyerahkan:

a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota
DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali; dan

b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan

Calon, calon menyerahkan:

a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat
pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a; dan

b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran  diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses
oleh pejabat yang berwenang.

3.9. Pasal 25 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :

(1)

https://jdih.bawaslu.go.id

Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r harus menyerahkan:
a. surat pengajuan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali
pada saat:
1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon
perseorangan; dan
2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh
Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu; dan

b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang.
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(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan
Calon, calon menyerahkan:

a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat
pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a; dan

b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran  diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses
oleh pejabat yang berwenang.

3.10. Pasal 36 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :

(1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan:

a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina
kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)
huruf c, diserahkan pada saat:

1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon
perseorangan; dan

2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh
Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu;

b. surat pemyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara
yang tidak dapat ditarik kembali: dan

c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang.

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan
Calon, calon menyerahkan:

a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat
pemyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b; dan

b. surat keterangan bahwa pemyataan pengunduran diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses
oleh pejabat yang berwenang.

3.11. Pasal 27 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :

(1) Calon yang berstatus sebagai kepala desa atau sebutan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r harus
menyerahkan:

a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa atau
sebutan lain yang tidak dapat ditarik kembali: dan

b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang.

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan
Calon, calon menyerahkan:

11
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a. landa terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat
pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a; dan

b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran  diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses
oleh pejabat yang berwenang.

3.12. Pasal 28 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :

(1) Calon yang menjabat pada badan usaha milik negara atau badan
usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf s, harus menyerahkan:

a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai pejabat pada badan
usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang tidak
dapat ditarik kembali:

b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang.

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan
Calon, calon menyerahkan:

a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat
pengajuan pengunduran dini sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a; dan

b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran  din
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses
oleh pejabat yang berwenang.

3.13. Pasal 29 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :

(1)  Calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari
luar negeri yang menggunakan kurikulum asing harus menyertakan
Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan
bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang
menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan
sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c.

(2) Dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri
yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti
kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon harus menyertakan surat
penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri.

(3) Mekanisme penyetaraan ijjazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3.14. Pasal 30 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :

Calon dengan status pemakai narkotika atau mantan pemakai narkotika

menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 4 dilampiri:
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a. surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkotika karena
alasan kesehatan bagi calon pemakai narkotika karena alasan
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a;

b. surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan
calon mantan pemakai narkotika telah melaporkan diri dan selesai
menjalani proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf b; atau

c. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang
menyatakan calon mantan pemakai narkotika telah selesai menjalani
proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c.

3.15. Pasal 31 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :
Calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b menyerahkan keputusan pemberhentian
atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada
saat melakukan pendaftaran Pasangan Calon.

3.16.Pasal 32 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :

(1)  Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD
tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4)
huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik
Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih
anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum
dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 a yat (4) huruf d, harus
menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota
DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran
Pasangan Calon.

(3) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon
maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen
persyaratan calon.

3.17.Pasal 92 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :

(1)  Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota
mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(2)  Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota
menunjuk admin Silon dan petugas penghubung.
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(3 Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan
surat penunjukan.

(4)  Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh petugas penghubung
dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon
menggunakan formulir MODEL
PERMOHONAN.SILON.PARPOL. KWK yang dapat ditandatangani
oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu tingkat provinsi dan Partai Politik Peserta Pemilu
atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota
dan Pasangan Calon serta dilampiri dengan surat penunjukan.

(6) Ketentuan mengenai formulir MODEL
PERMOHONAN.SILON.PARPOL. KWK sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XiII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

3.18.Pasal 93 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :

(1) Admin Silon Pasangan Calon perseorangan melakukan penginputan
data dan pengunggahan dokumen persyaratan calon sebagaimana
dimaksud Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 ke dalam Silon.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
Pasal 25 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (1 ) huruf a, dan Pasal 31.

(3 Admin Silon Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen
persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 ke dalam Silon.

3.19. Pasal 97 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :

(1)  Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu tingkat provinsi mendaftarkan Pasangan Calon gubemur dan
wakil gubemur kepada KPU Provinsi.

(2)  Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu tingkat kabupaten/kota mendaftarkan Pasangan Calon bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kepada KPU
Kabupaten/Kota.

(3)  Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 96.

(4)  Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota
pengusul dan Pasangan Calon harus hadir pada saat pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(5 Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau
Kabupaten/Kota pengusul tidak dapat hadir pada saat pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan Partai Politik
Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul mengikuti
pendaftaran dengan menggunakan sarana teknologi informasi
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panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu Seketika
yang memungkinkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk
saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung
dengan Pimpinan Partai Politik Tingkat  Provinsi atau
Kabupaten/Kota pengusul.

(6) Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau
Kabupaten/Kota pengusul tidak dapat hadir secara langsung atau
melalui sarana teknologi informasi panggilan video atau melalui
konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (5), petugas
penghubung harus menyerahkan surat pemyataan dan/atau surat
keterangan dari instansi yang berwenang yang memuat informasi
ketidakhadiran.

3.20. Pasal 98 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :

(1)  Dalam hal pendaftaran Pasangan Calon tidak dihadiri oleh Pimpinan
Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4), pendaftaran Pasangan Calon
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu Tingkat Pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.

(2)  Dalam hal pendaftaran Pasangan Calon dilakukan oleh Pimpinan
Partai Politik Tingkat Pusat, pendaftaran harus disertai dengan
keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai
pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat
kabupaten/kota dalam pendaftaran Pasangan Calon.

(3) Dalam hal Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berhalangan, surat pencalonan dan
kesepakatan serfa surat persetujuan Pasangan  Calon
ditandatangani oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme
pengambilan keputusan sesuai dengan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang
bersangkutan.

(4) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik,
penentuan kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat
mendaftarkan Pasangan Calon dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.21.Pasal 99 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :

(1)  Dalam mendaftarkan Pasangan Calon oleh Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97, Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi
persyaratan pencalonan yang terdiri atas:

a. pemenuhan jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan
Suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
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b. dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat (1).

(2) Selain persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Partai Politik Peserta Pemily atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu menyertakan dokumen persyaratan calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Sampai dengan Pasal 33.

3.22.Pasal 100 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atay Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik
pengusulannya sejak pendaftaran.

(2)  Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon
dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang
bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan
Calon pengganti.

(3) Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani
kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak
pendaftaran.

(4)  Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak
dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan
pencalonannya dinyatakan gugur.

3.23.Pasal 102 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang berbunyi :

(1)  Dalam melakukan pendaftaran, Pasangan Calon perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 harus memenuhi
persyaratan pencalonan.

(2)  Persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa dokumen:

a. surat pencalonan dan kesepakatan Pasangan Calon
perseorangan menggunakan formulir Model
B.PENCALONAN.PERSEORANGAN.KWK, yang menyatakan:
1. sepakat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon

perseorangan gubemur dan wakil gubernur, bupati dan wakil
bupati, serta walikota dan wakil walikota;
2. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon
perseorangan;
sepakat mengikuti proses Pemilihan; dan
4. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon
perseorangan telah sesuai dengan rencana pembangunan
Jjangka panjang daerah.

W
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b. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai
penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi
persyaratan dukungan dan sebaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 ayat (1).

(3)  Selain persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pasangan Calon perseorangan menyertakan dokumen
persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai
dengan Pasal 33.

(4)  Ketentuan mengenai formulir Model
B.PENCALONAN.PERSEORANGAN.KWK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran XIV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

C. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan
pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Jeneponto agar :

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat
mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua
puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota
DPRD.

2. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan
memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD, jika
hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari
jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

3. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah,
ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang
memperoleh kursi di DPRD.

4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hanya
dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon.

5. Partai Politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati agar memenuhi dokumen persyaratan pencalonan
sebagaimana diatur dalam paragraf 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

6. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam
mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati memperhatikan
ketentuan waktu pendaftaran sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun
2024. :

7. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
Kabupaten mengajukan permohonan pembukaan akses Silon kepada KPU
Kabupaten Jeneponto

8. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat
kabupaten menunjuk admin Silon dan petugas penghubung yang disertai dengan
surat penunjukan

9. Pendaftaran Pasangan Calon dilakukan selama masa pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 PKPU Nomor 8 Tahun 2024:
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10. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten pengusul dan Pasangan Calon hadir
pada saat pendaftaran;

11. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Jeneponto, tidak
dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran.

12. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan
Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon
yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon
pengganti. '

13. Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan
pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.

14. Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik
Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan
tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan
pencalonannya dinyatakan gugur.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
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